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PUTUSAN
Nomor: 824/Pdt.G/2015/PA Kis.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Elizah Binti Suheril, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin Dusun llI
Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara,
Dalam hal ini Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
05 November 2015 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran Nomor:126/KS/2015/PA.Kis telah memberikan
kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat /Pengacara & Penasihat
hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, beralamat di
Jalan S. Parman No0.109?2, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan
Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebagai Penggugat;

melawan:

Gusriawan Nst Bin Syahril Nst, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jalan
Merdeka Gg. Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan
Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dirumah orang tua
kandungnya yang bernama Bapak Syahril Nst)., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan
register Nomor: 824/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 05 Nopember 2015
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami — istri yang
sah menikah pada hari Jum’at tanggal 02 Maret 2007 Masehi atau
bertepatan dengan 20 Shafar 1428 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu
Kabupaten Asahan), sebagaimana didalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 91/02/111/2007, tertanggal 05 Maret 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir
Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat
sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang
didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul layaknya suami istri
(ba’dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
¢ M. Zikri Nst Bin Gusriawan Nst (Laki-laki) umur 7 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
membina mabhligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju
ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang
harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan
tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2010 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dengan
Tergugat.

- Tergugat adalah suami yang gemar bermain perempuan dan sering

pulang larut malam.
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- Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan kata ingin bercerai kepada
Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan
Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015 Tergugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah
orang tua Penggugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama
Penggugat dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan
Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
dan tidak bersatu lagi selama 9 bulan.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak
membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus
didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit
untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup
beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas
diri Penggugat”

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan
seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan
menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai
Penggugat”

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang
bernama M. Zikri Nst Bin Gusriawan Nst (Laki-laki) umur 7 tahun masih
dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian
dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak
Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Zikri Nst
Bin Gusriawan Nst (Laki-laki) umur 7 tahun diserahkan / jatuh kepada
Penggugat.

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir
11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada
ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup
beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah
anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Zikri Nst Bin
Gusriawan Nst (Laki-laki) umur 7 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta
Rupiah) per tiap bulannya”

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan
seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan
menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai
Penggugat untuk seluruhnya”

Berdasarkan hal — hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan
memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang
ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan
amar putusan sebagai berikut :
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1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (GUSRIAWAN NST Bin
SYAHRIL NST) atas diri Penggugat (ELIZAH Binti SUHERIL)

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak
Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Zikri Nst Bin Gusriawan Nst
(Laki-laki) umur 7 tahun jatuh kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan
Tergugat yang bernama M. Zikri Nst Bin Gusriawan Nst (Laki-laki) umur 7
tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau
Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara in person,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan = Agama  Kisaran dengan surat  panggilan Nomor:
824/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 12, 27 November dan 17 Desember 2015 yang
dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ternyata tidak datangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui
kuasanya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus
dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan N0.824/Pdt.G/2015/PA Kis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh
karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat
tertanggal 05 November 2015 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang
ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui
Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut poin 11 dan 12 pada posita dan
poin 3 dan 4 pada petitum dalam surat gugatan Penggugat mengenai tuntutan
hadhanah dan biaya nafkah anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ELIZAH Binti SUHERIL dan
GUSRIAWAN NST Bin SYAHRIL NST Nomor : 91/02/111/2007 tanggal 05
Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram
Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) yang telah dinazagelen
serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya,
ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua

Majelis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah

menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama : Syahril Nasution Bin Abd. Aziz Nasution, umur 61
tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal
di Dusun VII, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten

Batubara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat yang bernama Elizah
sebagai menantu.

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
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- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas sering kurang
memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang
lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah saya.

- Bahwa saksi dan orangtua Pengugat sudah sering menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan
tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama: Jalinah Binti
Ingah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat
tinggal di Dusun VIl Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten
Batubara . di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat yang bernama Elizah
sebagai menantu.

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sering kurang memberikan
nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang
lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah saya.

- Bahwa saksi dan orangtua Pengugat sudah sering menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan
mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan
ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah di
panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat atau
Kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini
tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat melalui Kuasanya dengan semaksimal mungkin
akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian
ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya
mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara,
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sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di pesidangan,
dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk
memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak Agustus tahun 2010 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,
Tergugat adalah suami yang gemar bermain perempuan dan sering pulang larut
malam Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan ingin bercerai kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalii gugatan Penggugat,
meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti
tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai
oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah
dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil
dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 hurup a Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas
perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama

dalam hal ini pengadilan Agama Kisaran;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan
Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan
keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang
saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-
masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan
keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan
bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya
saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh
sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan
Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg
oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang
sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang
erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya,
Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 02 Maret tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai anak serta
belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak Agustus tahun 2010 setelah menikah sering bertengkar
dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Februari tahun 2015 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara
suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas,
maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim
telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap
dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut,
oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang
tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi

pendapatnya sendiri, yang berbunyi :
aills ol ade §llas lezg; wle az gl at, pas siil 15)g

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka

Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken
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marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-

sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar,

baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;
tdlasll > o Jol auwlaslls ;s

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan
putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUSRIAWAN NST Bin
SYAHRIL NST) terhadap Penggugat (ELIZAH Binti SUHERIL);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
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Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan

untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 19
Rabiul Awal 1437 H oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. Nikmah dan Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H sebagai Hakim-
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H
Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK : Rp  50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 415.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah . Rp 506.000,-
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